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MOTTO : 

 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal amat baik bagimu, dan 

boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk 

bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 

(Q.S Al-Baqarah Ayat 216) 
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ABSTRAK 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN WEDDING 

ORGANIZER YANG MELAKUKAN PENIPUAN 

OLEH 

PUTRA ILHAMI 

Penipuan bukanlah suatu hal yang baru di indonesia, perkembangan aksi 

penipuan ini telah membuat negara menjadi kurang aman. Hal ini dikarenakan 

maraknya aksi penipuan yang dapat terjadi kapan dan dimana saja serta dapat 

mengancam kerugian dan keselamatan warga negara. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penegakan 

hukum terhadap perusaaan wedding organizer yang melakukan penipuan dan 

faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana perusahaan wedding 

organizer yang melakukan penipuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian normatif yang bersifat deskritif. Teknik pengumpulan data 

diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengkajian 

terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan Perundang-

undangan), bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penilitian, makalah, 

karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah). 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa penegakan 

hukum yang dapat diberikan terhadap perusahaan wedding organizer yang 

melakukan penipuan ialah berupa ganti rugi dan hukuman penjara paling lama 

empat tahun dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap perusahaan 

wedding organizer yang melakukan penipuan ialah kurang percayanya masyarakat 

terhadap kinerja aparat penegak hukum, kekhawatiran masyarakat jika berurusan 

dengan aparat penegak hukum akan semakin merugi, masyarakat khawatir 

keselamatannya terancam jika melaporkan tindak pidana kejahatan yang 

dialaminya. 

Kata Kunci : Penipuan, Wedding Organizer 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan 

tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum 

(rechtaat)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat). Setiap tindakan 

pemerintah dan lemabag-lembaga didalamnya termasuk warga masyarakat 

harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, agar 

tercapai keadilan.1 

Kejahatan yang terdapat di masyarakat menunjukkan peningkatan 

setiap tahunnya baik dari jumlah kasus yang terjadi dan dilihat dari jumlah 

kerugian negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi masyarakat 

yang beragam macamnya dan berbagai macam modus operandinya tergantung 

tingkat kebutuhan pelaku terhadap korbannya. 

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam 

kehidupan masyarakat adalah masalah tentang kejahatan dalam bentuk 

penipuan. Persoalan kejahatan dalam bentuk penipuan yang dijumpai di 

masyarakat telah menampilkan berbagai bentuk penipuan mulai penipuan 

kecil-kecilan sampai dengan penipuan berskala besar. 

 

 

 

 

 

 
1 Abdullah Marlang, Abdullah, dan Irwansyah, 2009. Pengantar Hukum Indonesia . 

AS.Center : Makassar : ISBN hal 7 
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Penipuan berskala kecil jika dilihat lebih jauh dapat dikatakan setiap 

saat terjadi dan tiap orang pernah mengalaminya namun tidak menyadari serta 

tidak mengetahui bahwa sebesar atau sekecil apapun perbuatan penipuan itu 

memiliki sanksi hukum yang ketat. Misalnya itu terjadi kalangan ibu rumah 

tangga yang melakukan transaksi jual beli di pasar, ibu tersebut tidak 

mengetahui bahwa timbangan penjual tersebut sudah di kurangi takarannya. 

Berat ringannya hukuman wajib di jalankan oleh seseorang untuk 

mempertanggung jawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian 

masyarakat atas perbuatan orang itu. Dan penilaian yang diberikan oleh 

masyarakat terhadap suatu perbuatan yang baik atau tidak sesuai dengan 

ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Dapat pula dikatakan bahwa 

perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat. Karena itu 

ketentuan-ketentuan dalam pidana yang menjadi tolak ukurnya adalah 

kepentingan masyarakat secara umum.2 

Tindak pidana dalam bentuk penipuan yang terjadi diakibatkan karena 

tingkat kehidupan yang semakin tinggi, sehingga sebagian orang menempuh 

jalan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan orang lain untuk 

mendapatkan keuntungan selain itu tingkat ekonomi dan pendidikan yang 

berbeda-beda dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat yang 

satu dengan yang lainnya, dimana perbedaan inilah yang memicu sebagian 

dari masyarakat untuk berpikir secara efisien dan praktis demi memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Bahkan tindak pidana dalam bentuk penipuan oleh 

 
2 Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta : Jakarta hal 23 
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sebagian orang telah dijadikan pekerjaan sehari-hari dengan memanfaatkan 

orang-orang yang ingin memperoleh kemudahan dalam hidupnya, tanpa 

menyadari bahwa dirinya terjebak dalam penipuan.3 

Penipuan yang berasal dari kata tipu adalah perbuatan atau perkataan 

yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk 

menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Penipuan merupakan suatu 

perbuatan yang dapat merugikan tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi 

orang lain oleh karena itu tindakan penipuan dapat dikenakan sanksi pidana. 

Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk 

mempengaruhi tingkah laku (gedrags be invloding) dan penyelesaian konflik 

(conflik to plossing). 

Banyak hal yang menjadi faktor penipuan tersebut misalnya faktor 

kemiskinan, lingkungan, adanya kesempatan, ataupun keinginan untuk 

memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Dengan majunya 

teknologi saat ini makin banyak penipuan tersebut memanfaatkan teknologi. 

Banyaknya modus dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin meraih keuntungan 

dengan cara melawan hukum.4 

Kendati diatur secara tegas beserta ancaman pidananya namun dewasa 

ini tindak pidana penipuan semakin marak dilakukan mulai dari skala kecil 

hingga skala besar. Hal tersebut disebabkan oleh maraknya penipuan yang 

dianggap sebagai perbuatan yang tercela di dalam masyarakat namun jarang 

 

3 Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian 

Berhadiah, Departement Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 

2017 hlm 2 
4 Ahmad ali, 2002 Menguak Tabir Hukum, edisi kedua. PT Toko Gunung Agung 

tbk : Jakarta hal 12 
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dari pelaku tindak kejahatan tersebut yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. 

Lemahnya kesadaran masyarakat akan hukum membuat para pelaku penipuan 

semakin mengembangkan perbuatannya kedalam skala yang lebih besar. 

Apabila dibiarkan saja maka ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat 

akan semakin melemah padahal belum berlaku dan terwujud dengan 

ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang saling berhubungan dan saling 

menentukan. 

Tindak pidana penipuan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, 

dengan mendapatkan barang, diberikan utang, maupun di hapus utangnya. 

Orang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam penjara maksimal 

empat tahun. Pasal 378 KUHP berbunyi sebagai berikut : “barang siapa 

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan 

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk 

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun 

menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara 

paling lama empat tahun”.5 

Tindak pidana penipuan haruslah diketahui terlebih dahulu apa yang 

menjadi pengertian penipuan tersebut, di dalam KUHP buku ke II title XXV 

berjudul “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal 

pertama dari title itu, yaitu pada pasal 378, mengenai tindak pidana oplichting 

yaitu berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit. Penipuan dalam arti luas 

 

5 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana , (Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 

1982) hal 47 
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(bedrog) yang memuat tidak kurang dari 17 pasal (pasal 379a – 379bis) yaitu 

merumuskan tindak-tindak pidana lain yang semuanya bersifat menipu 

(bedriegen). 

Pemakaian bedrog juga mengatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang 

ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan 

perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.6 

Pengertian penipuan menurut kamus besar bahasa indonesia dari kata 

dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur 

(bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, 

mengkali, atau mencari keuntungan,. Sedangkan penipuan adalah proses, 

perbuatan, cara menipu.7 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara 

singkat dan sederhana tentang tindak pidana penipuan, dengan judul 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN 

WEEDING ORGANIZER YANG MELAKUKAN PENIPUAN. 

B. Permasalahan 

 

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusahaan weeding organizer 

yang melakukan penipuan? 

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum pidana 

perusahaan weeding organizer yang melakukan penipuan? 

 

 

 

6 P.A.F. Lamintang,    dan C.Djisman Samosir Delik-Delik Khusus 

Kejahatan hlm 256 
7http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana-penipuan.h 

tml di kutip pada tanggal 4 oktober 2020 

http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana-penipuan.html
http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana-penipuan.html
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C. Ruang lingkup dan tujuan 

 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam 

pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Penegakan 

Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Weeding Organizer Yang Melakukan 

Penipuan dan tidak menutup kemungkinan untuk membahas hal-hal yang 

berhubungan dengan permasalahan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

 

1. Penegakan hukum terhadap perusahaan weeding organizer yang 

melakukan penipuan 

2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana perusahaan weeding 

organizer yang melakukan penipuan 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran 

khususnya bagi hukum pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada 

Almamater. 

D. Kerangka Konseptual 

 

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan 

beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait 

dengan permasalahan, antara lain: 

1. Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan 

keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan 

pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan 

kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab). 
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2. Penegakan Hukum Pidana adalah adanya subjek, adanya unsur 

kesengajaan, bersifat melawan hukum, dalam suatu waktu, tempat dan 

keadaan tertentu. 

3. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan 

pribadi yang merugikan orang lain.8 

4. Weeding Organizer adalah jasa yang pengorganisasian segala aktivitas 

persiapan pernikahan dalam suatu pesta pernikahan.9 

E. Metode Penelitian 

 

1. Jenis dan sifat penelitian 

 

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini 

tergolong penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriftif dengan 

menggambarkan bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusahaan 

weeding organizer yang melakukan penipuan dan apakah yang menjadi 

faktor penghambat penegakan hukum pidana perusahaan weeding yang 

melakukan penipuan, sehingga tidak menguji hipotesa. 

2. Jenis data 

 

Sehubung dengan itu maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah data skunder. 

3. Teknik pengumpulan data 

 

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara: 

 

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data skunder 

berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan 

8 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penipuan di kutip pada tanggal 4 oktober 2020 
9http://www.seputarpernikahan.com/persiapan-pernikahan-peran-penting-wedding-o 

rganizer-dalam-pernikahan/ dikutup pada tanggal 4 oktober 2020 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penipuan
http://www.seputarpernikahan.com/persiapan-pernikahan-peran-penting-wedding-organizer-dalam-pernikahan/
http://www.seputarpernikahan.com/persiapan-pernikahan-peran-penting-wedding-organizer-dalam-pernikahan/
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hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah 

yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus 

Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus 

hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan 

penelitian ini 

 
 

F. Sistematika penulisan 

 

Sistematika terdiri dari empat bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup 

dan tujuan, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

a. Pada bab ini di sajikan tentang tinjauan umum tentang 

pengertian tindak pidana 

b. Tinjauan umum tentang unsur-unsur tindak pidana 

 

c. Tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana 

 

d. Tinjauan umum tentang pengertian weeding organizer (wo) 

BAB III: PEMBAHASAN 

a. Pada bab ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap 

perusahaan Weeding Organizer yang melakukan penipuan 

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum 

pidana perusahaan yang melakukan penipuan 
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BAB IV: Penutup 

 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
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